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PUTUSAN
Nomor 0578/Pdt.G/2020/PA.Wsp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:
Pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan XXX,
tempat kediaman di
Kabupaten
Soppeng, sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan XXX,
tempat kediaman dahulu di
,  Kabupaten Soppeng,
sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di dalam
maupun di luar wilayah RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

0578/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam
pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal XXXXXXX sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh
Kepala KUA Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal
XXXXXXXX;
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2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri
di rumah nenek Pemohon di

, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki)
berumur XX tahun, saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan
rukun selama kurang lebih 1 tahun namun sejak pertengahan tahun 2010
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak
harmonis;

5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan
Termohon disebabkan:

5.1. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar
nasehat dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi
sebagai seorang suami;

5.2. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah/penghasilan
yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan
semua penghasilannya;

6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada akhir tahun
2010 Termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa alsan yang jelas,
sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih 10 tahun;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha
merukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam, namun
Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang
demikian itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:

Primair:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak
kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Watansoppeng;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang
dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara
resmi dan patut melalui mass media Radio Adyafiri Watansoppeng;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka proses mediasi tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Maijelis
Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di
persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam
persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ,
Kabupaten Soppeng tanggal XXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi
sebagai berikut:

1. Saksi I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXX,

bertempat tinggal di
, Kabupaten Soppeng, telah
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memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah nenek Pemohon di

, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis
namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama tanpa alasan dan
tujuan yang jelas sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 10 tahun
lamanya;

- Bahwa Termohon pernah kembali selama kepergiannya, namun tidak lama
pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan lagi selama
kepergian Termohon;

-Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar selama kepergiannya
sehingga tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas;

- Bahwa Pemohon telah dinasihati agar bersabar dan menunggu Termohon
kembali namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Termohon ;

2. Saksi ll, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXX,
bertempat tinggal di
, Kabupaten Soppeng, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan istri

saksi;
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- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah nenek Pemohon di

, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis
namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama tanpa alasan dan
tujuan yang jelas sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 10 tahun
lamanya;

- Bahwa Termohon pernah kembali selama kepergiannya, namun tidak lama
pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

-Bahwa saksi tidak tahun penyebab Termohon pergi meninggalkan
Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan lagi selama
kepergian Termohon;

-Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar selama kepergiannya
sehingga tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas;

- Bahwa Pemohon telah dinasihati agar bersabar dan menunggu Termohon
kembali namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Termohon ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan
bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan
mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang
pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia telah dipanggil secara
resmi dan patut melalui mass media, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka patut
dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,
namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati
Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak
berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang
tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;
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Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang
pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
goyah dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2010 disebabkan
Termohon memiliki keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon
dan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan
oleh Pemohon, puncaknya pada akhir tahun 2010 Termohon kembali ke rumah
orang tuanya tanpa alasan yang jelas sehingga pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat
mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka harus
dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa
hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah
pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak
semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata),
akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang
dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (rechts
on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXXXXX tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti
antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon
dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dan selanjutnya
Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta
yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat sendiri mengenai kepergian
Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama yang relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon dan
keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak
tahun 2010 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan
dan tujuan yang jelas sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 10
tahun lamanya;

3. Bahwa Termohon pernah kembali setelah meninggalkan Pemohon, namun
tidak lama pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan selama kepergian
Termohon meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa Termohon tidak pernah memberi kabar selama kepergiannya

sehingga tidak diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya;
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6. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar bersabar dan menunggu Termohon
kembali, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon tidak pernah kembali
dan tidak pernah mengirim kabar selama kepergiannya serta tidak adanya fakta
yang dapat dijadikan alasan atau sebab kepergian Termohon yang dapat
dibenarkan hukum maka patut dinyatakan kepergian Termohon tanpa alasan
yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada fakta yang
menunjuk langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun
berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni kepergian
Termohon meninggalkan Pemohon ditempat kediaman bersama tanpa alasan
dan tujuan yang jelas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal telah
berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi , maka
dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa akibat hukum tersebut
merupakan puncak dari peristiwva hukum yang telah sering kali terjadi yakni
perselisihan dan pertengkaran, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus
menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya
salah salah satu pihak meninggalkan pihak lain in casu Termohon pergi
meninggalkan Pemohon setidak-tidaknya berturut-turut sejak tahun akhir tahun
2010 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya tanpa
alasan yang sah yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa akibat kepergian Termohon sehingga terjadi
perpisahan tempat tinggal yang cukup lama kurang lebih 10 tahun lamanya
tanpa terjalin hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon maka patut diduga
bahwa selama itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak
karena kedua belah pihak tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya

sebagai suami isteri lagi;
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Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga
adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila
salah satu pihak telah pergi waktu yang relatif lama tanpa alasan yang sah maka
hal tersebut mengindikasikan ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut
telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan
bagi Pemohon dan Termohon, bahkan patut diduga akan menimbulkan
mudharat antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana
dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak
terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil
syar’i/doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405 yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

4l aa Y eJL.E 548 ca ?E Cimadisal) alsa (e asla o) @S O
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di
persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk
orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah

ayat 227 yang berbunyi :
ple e 4l (8 (DUl g3 0l 9
Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka Allah Maha
mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan
oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon memenuhi maksud Pasal 19
huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan permohonan yang

telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan
hukum dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga permohonan
Pemohon patut dikabulkan denga verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)
untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan
sidang Pengadilan Agama Watansoppeng yang akan ditentukan kemudian
setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hujjah syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Watansoppeng;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyyah oleh kami
Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Miftahuddin, S.H.I dan
Syamsul Bahri, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh
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Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota | Ketua Majelis
Miftahuddin, S.H.I Muhammad Surur, S.Ag
Hakim Anggota I

SYAMSUL BAHRI, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 395.000,00
4. Biaya PNBP Relaas : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 9.000,00

Jumlah : Rp. 514.000,00

(lima ratus empat belas ribu rupiah)
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